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Abstrak
Kekerasan seksual terhadap anak merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan nilai moral keagamaan. Pemerintah daerah, sebagai bagian dari struktur negara, memiliki tanggung jawab dalam memberikan perlindungan dan pemulihan bagi anak korban kekerasan. Dalam hukum Islam, perlindungan anak dikaitkan dengan maqāṣid al-syarī‘ah, terutama perlindungan jiwa dan keturunan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pemerintah Kota Medan dalam melindungi anak korban kekerasan seksual melalui pendekatan hukum Islam dan hukum positif. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis kualitatif dan bersifat deskriptif-analitis. Ditemukan bahwa perlindungan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Medan masih bersifat reaktif dan belum sepenuhnya berbasis nilai-nilai syar'i. Diperlukan pendekatan holistik yang memadukan hukum negara dan prinsip Islam untuk menjamin perlindungan anak secara komprehensif.

Kata Kunci: hukum Islam, perlindungan anak, kekerasan seksual, pemerintah daerah, Kota Medan.
Abstact

Sexual violence against children is a serious violation of human rights and religious moral values. The local government, as part of the state structure, has the responsibility to provide protection and recovery for child victims of violence. In Islamic law, child protection is associated with maqāṣid al-syarī‘ah, especially the protection of life and descendants. This study aims to analyze the role of the Medan City Government in protecting child victims of sexual violence through an Islamic law approach and positive law. This research method uses a normative juridical approach with qualitative analysis and is descriptive-analytical. It was found that the protection carried out by the Medan City Government is still reactive and not fully based on sharia values. A holistic approach is needed that combines state law and Islamic principles to ensure comprehensive child protection.
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PENDAHULUAN
Kekerasan seksual terhadap anak merupakan permasalahan serius yang memunculkan keprihatinan luas dari berbagai kalangan. Isu ini menjadi perhatian utama karena dampak buruknya sangat kompleks, tidak hanya pada aspek fisik tetapi juga pada perkembangan kejiwaan, emosi, dan kehidupan sosial anak. Anak yang menjadi korban seringkali mengalami trauma jangka panjang yang berpengaruh terhadap proses tumbuh kembangnya, bahkan hingga masa dewasa. Di Kota Medan, tren peningkatan jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak menunjukkan bahwa masalah ini belum tertangani secara maksimal. Setiap tahun, laporan mengenai kasus tersebut terus bertambah, yang mengindikasikan lemahnya sistem pencegahan dan perlindungan anak yang ada.

Kondisi ini menuntut kehadiran dan tindakan nyata dari pemerintah daerah. Sebagai institusi yang paling dekat dengan masyarakat, pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam menjalankan perlindungan anak secara komprehensif. Fungsi ini mencakup upaya pencegahan, penanganan, serta pemulihan terhadap anak yang menjadi korban. Tidak cukup hanya dengan menyusun regulasi, tetapi juga harus diikuti dengan implementasi yang efektif di lapangan. Pemerintah daerah perlu menyediakan layanan yang ramah anak, termasuk bantuan hukum, psikologis, serta rehabilitasi sosial. Dalam konteks ini, pendekatan yang digunakan tidak hanya bersifat hukum positif, tetapi juga harus menyentuh nilai-nilai etis dan spiritual masyarakat.

Dalam ajaran Islam, tanggung jawab untuk menjaga dan melindungi anak bukanlah urusan pribadi semata, tetapi menjadi kewajiban bersama atau fardhu kifayah. Artinya, apabila tidak ada satu pun pihak yang menjalankan peran ini, maka seluruh elemen masyarakat akan turut menanggung dosa. Islam memandang anak sebagai amanah dari Allah yang harus dijaga kehormatannya, keselamatannya, dan masa depannya. Oleh sebab itu, seluruh komponen masyarakat, termasuk pemimpin dan aparat pemerintah, dituntut untuk aktif dalam upaya perlindungan ini.

Lebih jauh, konsep maqāṣid al-syarī‘ah atau tujuan syariat Islam menegaskan bahwa hukum Islam bertujuan untuk menjaga lima hal pokok: agama (ḥifẓ al-dīn), jiwa (ḥifẓ al-nafs), akal (ḥifẓ al-‘aql), keturunan (ḥifẓ al-nasl), dan harta (ḥifẓ al-māl). Dalam konteks perlindungan anak dari kekerasan seksual, dua aspek utama yang menjadi sorotan adalah penjagaan terhadap jiwa dan keturunan. Kekerasan seksual bukan hanya merusak fisik dan psikis anak, tetapi juga dapat menghancurkan tatanan keluarga dan masa depan generasi. Oleh karena itu, intervensi pemerintah daerah harus ditempatkan sebagai bagian dari pengamalan nilai-nilai syariah.

Dengan demikian, keterlibatan pemerintah daerah tidak cukup dipahami sekadar sebagai kewajiban administratif atau formalitas dalam menjalankan tugas negara. Lebih dari itu, peran ini merupakan amanah keagamaan yang harus dijalankan secara serius dan penuh tanggung jawab. Perlindungan anak dari perspektif Islam tidak hanya menuntut adanya kebijakan yang berpihak kepada korban, tetapi juga memerlukan pendekatan yang berakar pada prinsip keadilan, kasih sayang, dan kepedulian terhadap masa depan umat.

Kajian Terdahulu

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas tema serupa dengan pendekatan dan fokus yang berbeda. Berikut ini penelitian sebelumnya:

Pertama, artikel karya Siti Rahmah (2021) berjudul "Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Nasional", membahas perbandingan antara hukum pidana nasional dan hukum Islam dalam memberikan sanksi terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Penelitian ini menyoroti ketimpangan perlindungan hukum dalam praktik peradilan serta lambatnya proses hukum yang dialami oleh korban.

Kedua, studi oleh Ahmad Fuadi (2022) berjudul "Peran Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Kekerasan terhadap Anak di Wilayah Perkotaan", mengkaji peran kebijakan pemerintah daerah dalam merespons tingginya angka kekerasan anak di kota besar, namun tidak secara eksplisit mengaitkannya dengan sudut pandang hukum Islam.

Ketiga, tulisan oleh Nur Aini (2023) "Tinjauan Maqashid Syariah terhadap Upaya Pemerintah Melindungi Anak dari Kekerasan Seksual", menitikberatkan pada nilai-nilai maqashid syariah sebagai landasan normatif dalam mengukur sejauh mana kebijakan negara sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan anak menurut Islam. Meski demikian, penelitian ini lebih bersifat konseptual dan belum menyentuh peran konkret pemerintah daerah.
Tinjauan Perbandingan dengan Studi Sebelumnya

Penelitian ini memiliki kesamaan dan perbedaan dengan tiga kajian terdahulu yang telah dibahas. Kesamaannya terletak pada perhatian terhadap topik perlindungan anak dari kekerasan seksual. Namun, masing-masing studi memiliki pendekatan, cakupan, dan titik fokus yang berbeda satu sama lain.

Pertama, jika dibandingkan dengan karya Siti Rahmah (2021), yang lebih mengedepankan analisis komparatif antara sistem hukum pidana Islam dan hukum positif nasional, tulisan ini mengambil sudut pandang yang berbeda. Fokus utama dalam penelitian ini adalah pada keterlibatan langsung Pemerintah Daerah Kota Medan dalam menjalankan peran pelindung bagi anak korban kekerasan seksual, serta pada bagaimana nilai-nilai ajaran Islam diterapkan dalam kebijakan lokal. Sementara Siti Rahmah menitikberatkan pada aspek normatif dalam perundang-undangan dan jenis sanksi, tulisan ini lebih menyoroti bentuk kebijakan publik yang berakar pada nilai-nilai syariah.

Kedua, bila dibandingkan dengan studi yang dilakukan oleh Ahmad Fuadi (2022), yang mengulas secara luas peran pemerintah daerah dalam ranah nasional, kajian ini menempatkan fokus pada wilayah tertentu, yakni Kota Medan. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang lebih terperinci terhadap bagaimana kebijakan daerah dibentuk, diterapkan, dan diinternalisasikan dalam lingkungan sosial masyarakat. Selain itu, pendekatan berbasis hukum Islam dalam penelitian ini menjadi pembeda signifikan, karena dalam studi Fuadi, aspek tersebut tidak dijadikan sebagai kerangka analisis utama.

Ketiga, berbeda pula dengan tulisan Nur Aini (2023) yang menelaah perlindungan anak dari sudut pandang teoritis maqāṣid al-syarī‘ah, penelitian ini lebih menitikberatkan pada pengujian di ranah praktis. Dalam arti lain, kajian ini tidak hanya menguraikan prinsip-prinsip maqāṣid secara konseptual, tetapi juga menganalisis bagaimana prinsip tersebut diimplementasikan secara nyata dalam kebijakan dan tindakan pemerintah daerah Kota Medan. Dengan begitu, kajian ini memberikan kontribusi tidak hanya dalam bentuk kerangka teoritik, tetapi juga sebagai alat evaluasi terhadap efektivitas penerapan nilai-nilai Islam dalam praktik pemerintahan daerah.

Dengan meninjau perbandingan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini menawarkan nilai tambah yang khas, yaitu melalui perpaduan antara pendekatan hukum Islam dan kajian kebijakan lokal yang bersifat aplikatif. Fokus kajian yang spesifik pada Kota Medan, serta evaluasi terhadap tindakan nyata pemerintah daerah, menjadikan penelitian ini sebagai pelengkap sekaligus penyempurna dari penelitian-penelitian sebelumnya yang belum sepenuhnya menyentuh aspek tersebut.
Signifikasi Penelitian

Penelitian ini memiliki tingkat relevansi yang tinggi karena memadukan dua dimensi penting: kajian hukum positif terhadap kebijakan Pemerintah Daerah Kota Medan dan telaah normatif berdasarkan prinsip-prinsip dalam ajaran Islam. Dengan memusatkan perhatian pada konteks wilayah tertentu, yakni Kota Medan, penelitian ini menyuguhkan potret nyata mengenai bagaimana kebijakan daerah diimplementasikan, serta sejauh mana nilai-nilai syariat dijadikan pijakan dalam upaya melindungi anak dari tindak kekerasan seksual. Pendekatan ini memungkinkan penelusuran yang lebih mendalam terhadap praktik kebijakan lokal yang selaras dengan nilai-nilai keadilan dalam Islam.

Kontribusi Penelitian
Salah satu sumbangsih penting dari penelitian ini adalah menambah khazanah literatur yang mengkaji hubungan antara norma hukum Islam dan pelaksanaan kebijakan daerah dalam isu perlindungan anak, khususnya anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Dengan menyatukan pendekatan teoretis dan praktik kebijakan, studi ini menjadi referensi strategis bagi pemerintah daerah dalam merancang regulasi yang lebih responsif dan berbasis nilai-nilai keislaman. Lebih jauh, penelitian ini juga menjadi jembatan dalam membangun komunikasi antara norma hukum nasional dan syariat Islam, terutama dalam menghadapi persoalan sosial yang kompleks dan sensitif. Sinergi antara dua sistem hukum ini diharapkan mampu memberikan solusi yang lebih utuh, manusiawi, dan adil dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak.
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Korban Kekerasan Seksual Di Kota Medan

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia, yang berdampak langsung pada kondisi fisik, mental, dan sosial korban. Anak sebagai kelompok yang belum memiliki kematangan baik secara emosional maupun hukum, sangat rentan menjadi sasaran kekerasan seksual. Di Kota Medan, persoalan ini menunjukkan tren yang memprihatinkan. Data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Medan menunjukkan bahwa laporan kasus kekerasan seksual terhadap anak mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, meskipun sebagian besar kasus diyakini masih belum terlaporkan karena faktor malu, tekanan sosial, atau ketakutan terhadap pelaku.

Dalam konteks sosiologis, kekerasan seksual yang menimpa anak tidak hanya berdampak pada individu korban, tetapi juga membawa konsekuensi sosial jangka panjang. Anak korban kekerasan seksual umumnya mengalami trauma psikologis seperti kecemasan, depresi, rasa bersalah, hingga gangguan dalam interaksi sosial.
 Tidak jarang pula korban menarik diri dari lingkungan dan mengalami hambatan dalam proses pendidikan, sehingga mengganggu masa depannya secara signifikan. Terlebih jika korban tidak mendapatkan layanan pemulihan secara holistik dan berkelanjutan, kondisi ini dapat mengakibatkan luka psikologis yang menetap hingga dewasa.

Secara faktual, sebagian besar kasus kekerasan seksual terhadap anak di Medan terjadi di lingkungan terdekat korban, seperti keluarga, sekolah, atau komunitas sekitar. Hal ini membuat proses pengungkapan kasus menjadi sangat kompleks. Pelaku seringkali adalah orang-orang yang memiliki kedekatan emosional dengan korban, sehingga anak merasa kesulitan untuk melapor atau bahkan tidak menyadari bahwa dirinya sedang mengalami kekerasan. Situasi ini mengharuskan adanya sistem perlindungan anak yang proaktif dan berbasis pada kepentingan terbaik bagi anak.

Pemerintah Kota Medan melalui perangkat daerah yang terkait seperti Dinas P3A dan UPTD PPA memiliki tanggung jawab besar dalam memberikan perlindungan dan layanan bagi anak korban kekerasan seksual. Namun dalam praktiknya, tantangan masih sangat besar. Keterbatasan anggaran, kurangnya sumber daya manusia yang terlatih, serta rendahnya koordinasi antar lembaga menjadi hambatan utama dalam upaya penanganan kasus.
 Selain itu, masyarakat juga masih memiliki pemahaman yang terbatas terhadap pentingnya pelaporan dan pendampingan korban.

Dari perspektif hukum Islam, perlindungan terhadap anak merupakan amanah yang tidak dapat diabaikan. Setiap bentuk kekerasan yang melanggar kehormatan dan keselamatan anak termasuk dalam tindakan yang dilarang keras oleh syariat. Oleh karena itu, negara dan pemerintah daerah sebagai wakil otoritas publik, memiliki tanggung jawab untuk menjamin keamanan dan perlindungan terhadap anak-anak dari segala bentuk kejahatan, termasuk kekerasan seksual.

B. Peran Pemerintah Kota Medan dalam Melindungi Anak Korban Seksual
Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab konstitusional dan moral dalam menjamin perlindungan terhadap anak sebagai bagian dari warga negara yang memiliki hak asasi. Dalam konteks Kota Medan, peran pemerintah menjadi semakin penting mengingat meningkatnya kasus kekerasan seksual terhadap anak yang menuntut respons konkret dan komprehensif. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan anak, termasuk dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak.

Pemerintah Kota Medan telah membentuk sejumlah lembaga dan program yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada anak korban kekerasan, salah satunya adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). UPTD ini berperan dalam menerima laporan, memberikan pendampingan hukum, serta memfasilitasi layanan psikologis bagi anak korban kekerasan. Selain itu, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Medan secara aktif mengembangkan kebijakan preventif, seperti penyuluhan di sekolah-sekolah dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya perlindungan terhadap anak.

Namun, tantangan di lapangan tidak bisa diabaikan. Salah satu permasalahan utama adalah minimnya sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan lembaga sosial kemasyarakatan. Hal ini menyebabkan proses pendampingan anak korban sering kali tidak berjalan secara maksimal. Selain itu, keterbatasan anggaran, sumber daya manusia yang belum terlatih secara khusus dalam menangani anak korban kekerasan seksual, serta belum optimalnya sistem pelaporan menjadi kendala dalam perlindungan yang ideal.

Peran aktif Pemerintah Kota Medan juga mencakup penyusunan dan penguatan regulasi daerah. Peraturan Wali Kota (Perwal) maupun Peraturan Daerah (Perda) tentang perlindungan anak merupakan bentuk konkret tanggung jawab daerah dalam memberikan jaminan hukum bagi korban. Namun demikian, implementasi dari regulasi tersebut masih perlu evaluasi menyeluruh agar tidak hanya berhenti pada tataran normatif, tetapi juga berdampak langsung pada pemulihan korban dan pencegahan kekerasan seksual di masa depan.

Dalam perspektif hukum Islam, peran pemerintah dalam melindungi anak dari kejahatan seksual termasuk dalam bentuk ḥimāyah (perlindungan) yang merupakan bagian dari ḥifẓ al-nafs (menjaga jiwa) dan ḥifẓ al-nasl (menjaga keturunan). Oleh karena itu, tindakan pemerintah dalam hal ini tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga kewajiban syar‘i. Pemimpin daerah sebagai pihak yang diberi amanah berkewajiban menjalankan fungsi tersebut sebagai bentuk tanggung jawab moral dan agama.

C. Persfektif Hukum Islam Terhadap Peran Pemerintah dalam Melindungi Anak Kekerasan Seksual
Dalam pandangan hukum Islam, perlindungan terhadap anak adalah suatu kewajiban yang sangat penting dan menjadi bagian integral dari tanggung jawab sosial serta keagamaan. Anak-anak sebagai generasi penerus bangsa harus mendapatkan perlindungan maksimal dari segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan seksual yang dapat merusak jiwa, fisik, serta masa depan mereka. Dalam konteks ini, pemerintah memiliki peran sentral sebagai pelaksana amanah dalam menjaga keselamatan dan kehormatan anak-anak.
Landasan utama dalam hukum Islam yang menegaskan perlindungan anak dapat ditemukan dalam konsep maqāṣid al-sharī‘ah, yaitu tujuan-tujuan syariah yang meliputi penjagaan terhadap lima hal pokok, yaitu agama (ḥifẓ al-dīn), jiwa (ḥifẓ al-nafs), akal (ḥifẓ al-‘aql), keturunan (ḥifẓ al-nasl), dan harta (ḥifẓ al-māl). Dalam konteks perlindungan anak korban kekerasan seksual, tiga maqāṣid yang paling relevan adalah ḥifẓ al-nafs, ḥifẓ al-‘aql, dan ḥifẓ al-nasl. Perlindungan terhadap jiwa anak tidak hanya berarti menjaga keselamatan fisik, tetapi juga memberikan rasa aman dari ancaman kekerasan dan pelecehan seksual. Selanjutnya, perlindungan terhadap akal mencakup usaha untuk melindungi anak dari trauma yang dapat mengganggu perkembangan mental dan kecerdasan mereka. Sedangkan penjagaan keturunan menegaskan pentingnya menjaga kesucian dan moralitas anak agar tidak rusak oleh tindakan kekerasan seksual.

Dalam hukum Islam, pemimpin dan pemerintah merupakan pihak yang diberi tanggung jawab besar untuk menegakkan keadilan dan menjaga keamanan masyarakat. Rasulullah SAW dalam berbagai hadis menegaskan bahwa pemimpin harus menjalankan tugasnya dengan penuh amanah dan akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang dipimpinnya.
 Oleh karena itu, pemerintah tidak boleh abai terhadap kasus kekerasan seksual pada anak dan wajib mengambil langkah-langkah efektif untuk melindungi korban serta mencegah terjadinya kekerasan tersebut.

Salah satu prinsip penting dalam hukum Islam adalah keadilan (‘adl), yang menjadi landasan dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Pemerintah harus memastikan bahwa penegakan hukum berjalan secara adil dan transparan, memberikan perlindungan hukum yang memadai kepada anak korban, serta menerapkan sanksi yang sesuai bagi pelaku kejahatan. Hukuman yang tegas ini tidak hanya bertujuan untuk membalas perbuatan pelaku, tetapi juga sebagai langkah preventif agar masyarakat tidak melakukan kekerasan seksual yang sama di kemudian hari.

Selain aspek penegakan hukum, perspektif hukum Islam juga menekankan pentingnya rehabilitasi dan pemulihan korban. Anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual harus mendapatkan perhatian khusus, mulai dari pendampingan psikologis, pemulihan sosial, hingga perlindungan dari stigma negatif di masyarakat. Pemerintah bersama lembaga keagamaan dan sosial harus berkolaborasi untuk menyediakan layanan rehabilitasi yang menyeluruh dan berkelanjutan.

Penting pula bagi pemerintah untuk mengedepankan edukasi dan sosialisasi sebagai bagian dari upaya pencegahan kekerasan seksual terhadap anak. Dalam Islam, ilmu dan pendidikan sangat dihargai sebagai sarana untuk menanamkan nilai-nilai moral dan etika kepada masyarakat. Melalui pendidikan berbasis nilai-nilai Islam, masyarakat dapat dibekali dengan pemahaman tentang pentingnya melindungi anak dan menolak segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Hal ini menciptakan kesadaran kolektif yang kuat untuk menjaga hak anak sebagai amanah dari Allah SWT.

Peran pemerintah dalam perspektif hukum Islam bukan hanya sebagai pelaksana regulasi formal, melainkan juga sebagai penjaga nilai-nilai keagamaan dan moral yang menjadi pijakan utama dalam upaya perlindungan anak. Pemerintah daerah, seperti Kota Medan, harus mampu mengintegrasikan prinsip maqāṣid al-sharī‘ah dalam kebijakan dan program perlindungan anak, sehingga langkah-langkah yang diambil tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki makna spiritual dan sosial yang mendalam.

Secara keseluruhan, pandangan hukum Islam mempertegas bahwa perlindungan anak korban kekerasan seksual adalah amanah yang harus dijalankan oleh pemerintah dengan penuh komitmen dan kesungguhan. Melalui penegakan hukum yang adil, penyediaan rehabilitasi yang komprehensif, serta edukasi berbasis nilai Islam, pemerintah dapat memberikan kontribusi signifikan dalam menciptakan lingkungan yang aman dan ramah bagi anak-anak, sekaligus memenuhi tanggung jawab moral dan religiusnya.
D. Analisis Kelembagaan dalam Perlindungan Anak Kekerasan Seksual
Perlindungan anak korban kekerasan seksual memerlukan keterpaduan berbagai lembaga yang memiliki peran strategis dalam memberikan perlindungan, penanganan, dan pemulihan. Dalam konteks Kota Medan, keberadaan dan fungsi kelembagaan yang efektif sangat penting agar anak korban mendapatkan hak-hak mereka secara maksimal dan proses hukum dapat berjalan secara adil dan transparan. Analisis kelembagaan ini melibatkan beberapa entitas, baik dari sektor pemerintahan, lembaga sosial, maupun organisasi masyarakat sipil.
Secara struktural, Pemerintah Daerah Kota Medan memiliki sejumlah instansi yang berperan langsung dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) menjadi lembaga utama yang bertanggung jawab dalam koordinasi perlindungan anak. DP3A menjalankan fungsi penyuluhan, pencegahan, pendampingan korban, hingga monitoring implementasi kebijakan perlindungan anak.
 Namun, efektivitas kerja DP3A sangat bergantung pada sinergi dengan instansi lain seperti Kepolisian, Kejaksaan, Rumah Sakit, dan Lembaga Perlindungan Anak Swadaya Masyarakat (LSM).

Kepolisian Kota Medan memegang peranan krusial dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual. Fungsi kepolisian bukan hanya dalam investigasi dan penangkapan pelaku, tetapi juga memberikan perlindungan hukum dan pendampingan kepada korban selama proses hukum berjalan.
 Kerjasama yang erat antara kepolisian dengan DP3A dan rumah sakit sangat dibutuhkan guna memastikan perlindungan terpadu, mulai dari aspek hukum, medis, hingga psikososial.

Di sisi lain, lembaga kesehatan memegang peran vital dalam menangani aspek medis dan psikologis korban. Pemeriksaan medis tidak hanya berfungsi sebagai bukti pendukung dalam proses hukum, tetapi juga penting untuk memastikan kondisi fisik dan mental anak mendapatkan penanganan yang tepat. Rumah sakit dan pusat layanan kesehatan harus dilengkapi dengan protokol khusus dalam menangani korban kekerasan seksual, termasuk pelayanan konseling dan rehabilitasi psikologis.

Selain itu, peran Lembaga Perlindungan Anak Swadaya Masyarakat (LSM) tidak kalah penting dalam memberikan layanan pendampingan dan advokasi bagi anak korban. LSM seringkali menjadi penghubung antara korban dan lembaga pemerintahan, membantu mengakses hak-hak korban, serta melakukan edukasi masyarakat terkait pencegahan kekerasan seksual. Kolaborasi antara pemerintah dan LSM memperkuat sistem perlindungan anak secara keseluruhan.

Namun demikian, analisis kelembagaan juga mengungkap sejumlah tantangan yang dihadapi dalam upaya perlindungan anak korban kekerasan seksual di Kota Medan. Salah satu kendala utama adalah kurangnya koordinasi antar lembaga yang seringkali menyebabkan penanganan kasus menjadi terfragmentasi dan kurang efektif. Selain itu, kapasitas sumber daya manusia, terutama yang memahami aspek psikologis dan hukum perlindungan anak, masih terbatas.
 Hal ini berdampak pada kurang optimalnya pelayanan dan pendampingan terhadap korban.

Kendala lain yang juga muncul adalah keterbatasan anggaran yang dialokasikan untuk program perlindungan anak. Alokasi dana yang minim menghambat pengembangan fasilitas dan program rehabilitasi yang menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan komitmen kuat dari pemerintah daerah dalam mengalokasikan sumber daya yang memadai agar perlindungan anak dapat terlaksana secara optimal.

Selain itu, regulasi dan kebijakan yang ada perlu terus diperbaharui dan disesuaikan dengan dinamika sosial dan kebutuhan korban. Peraturan daerah yang mengatur perlindungan anak harus mencakup standar operasional prosedur yang jelas dan mengikat bagi seluruh lembaga terkait, sehingga penanganan kasus dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan manusiawi. analisis kelembagaan dalam perlindungan anak korban kekerasan seksual di Kota Medan menunjukkan bahwa keberhasilan perlindungan anak sangat bergantung pada sinergi antar lembaga, kapasitas sumber daya manusia, serta dukungan regulasi dan anggaran yang memadai. Pendekatan multisektoral dan kolaboratif menjadi kunci utama untuk mewujudkan perlindungan anak yang efektif dan berkelanjutan. Upaya ini harus didukung oleh komitmen semua pihak, baik pemerintah, aparat hukum, tenaga medis, maupun masyarakat luas agar hak-hak anak korban kekerasan seksual dapat terpenuhi dan mereka mendapatkan kesempatan untuk pulih dan tumbuh secara optimal.

E. Peran Pendidikan dan Keluarga dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Anak

Pencegahan kekerasan seksual terhadap anak merupakan tugas bersama yang tidak hanya dibebankan kepada pemerintah dan lembaga penegak hukum, melainkan juga sangat bergantung pada peran fundamental pendidikan dan keluarga. Kedua institusi ini merupakan lingkungan terdekat dan pertama yang membentuk kesadaran anak akan hak-haknya, serta memberikan bekal pengetahuan dan kemampuan untuk melindungi diri dari berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual.
Di dalam lingkungan keluarga, peran orang tua sangat sentral dalam menciptakan suasana yang aman dan nyaman bagi anak. Orang tua perlu menjadi pelindung pertama sekaligus pendidik yang memberikan pemahaman mengenai batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar oleh siapa pun, termasuk orang terdekat sekalipun. Komunikasi terbuka antara orang tua dan anak menjadi hal yang penting untuk membangun kepercayaan sehingga anak merasa aman untuk melaporkan apabila mengalami kekerasan seksual. Dengan demikian, keluarga berfungsi sebagai sistem protektif awal yang dapat mencegah terjadinya kekerasan serta membantu proses pemulihan korban apabila kekerasan sudah terjadi.

Namun, dalam realitas sosial, sering kali terjadi kesenjangan pengetahuan dan kesadaran di kalangan orang tua terkait isu kekerasan seksual anak. Oleh karena itu, perlu adanya upaya edukasi dan pemberdayaan keluarga melalui program-program yang difasilitasi oleh pemerintah daerah maupun lembaga masyarakat. Program pelatihan bagi orang tua tentang pengenalan tanda-tanda kekerasan, cara berkomunikasi yang efektif dengan anak, dan metode perlindungan diri yang tepat perlu ditingkatkan agar keluarga benar-benar menjadi benteng utama bagi anak-anak mereka.

Di sisi lain, pendidikan formal juga memiliki tanggung jawab besar dalam pencegahan kekerasan seksual terhadap anak. Sekolah sebagai tempat anak menghabiskan sebagian besar waktunya dapat menjadi ruang aman yang membangun kesadaran anak tentang hak-hak mereka, pengenalan terhadap bahaya kekerasan seksual, serta memberikan keterampilan untuk mengenali dan melaporkan kekerasan. Kurikulum yang memasukkan pendidikan seksualitas secara benar dan sesuai usia dapat menjadi sarana efektif untuk mengedukasi anak tentang tubuh mereka dan batasan-batasan yang harus dihormati oleh orang lain.

Selain kurikulum, peran guru dan tenaga kependidikan juga sangat penting. Mereka harus dilatih untuk mengenali tanda-tanda adanya kekerasan seksual pada anak dan memahami prosedur pelaporan serta pendampingan korban. Dengan adanya guru yang peka dan tanggap, anak-anak korban akan lebih cepat mendapatkan pertolongan dan perlindungan. Sekolah juga harus bekerja sama dengan lembaga terkait, seperti dinas perlindungan anak dan organisasi masyarakat, untuk membangun jaringan perlindungan yang komprehensif.

Penting pula bagi sekolah untuk menciptakan lingkungan yang kondusif, dimana anak merasa dihargai dan aman. Kebijakan anti-bullying, pengawasan ketat, serta pembentukan komite perlindungan anak di sekolah dapat menjadi langkah konkret dalam menciptakan zona aman dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual.

Sinergi antara keluarga dan pendidikan merupakan kunci utama keberhasilan pencegahan kekerasan seksual anak. Pendidikan yang didapat di sekolah harus didukung oleh penguatan nilai-nilai dan pemahaman di lingkungan keluarga. Ketika anak mendapatkan dukungan dari kedua sisi ini, mereka akan lebih kuat secara psikologis dan mampu melindungi diri dari ancaman kekerasan.

Secara agama, Islam juga mengajarkan pentingnya peran keluarga dan pendidikan dalam membentuk karakter anak agar terhindar dari perbuatan maksiat, termasuk kekerasan seksual. Dalam Islam, tanggung jawab mendidik anak merupakan kewajiban utama orang tua, dan pendidikan moral serta spiritual harus diajarkan sejak dini. Pendidikan keluarga yang mengedepankan nilai-nilai Islam akan memperkuat mental dan akhlak anak sehingga terhindar dari perilaku yang merugikan dirinya dan orang lain.

F. Peran Tokoh Agama dan Lembaga Keagamaan dalam Advokasi Perlindungan Anak

Tokoh agama dan lembaga keagamaan memiliki posisi strategis dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia, termasuk di Kota Medan, yang dikenal sebagai kota multikultural dan religius. Dalam konteks perlindungan anak dari kekerasan seksual, peran tokoh agama sangat signifikan sebagai penjaga nilai, pendidik moral, serta agen perubahan sosial yang dipercaya oleh umat. Kepercayaan masyarakat terhadap tokoh agama memungkinkan mereka untuk menyampaikan pesan-pesan keadilan, perlindungan, dan nilai kemanusiaan dengan dampak yang kuat, terutama dalam isu-isu sensitif seperti kekerasan seksual terhadap anak.
Pertama, peran tokoh agama terwujud dalam bentuk edukasi moral dan spiritual kepada masyarakat. Dalam khotbah, ceramah, maupun kegiatan keagamaan lainnya, tokoh agama dapat menyisipkan pesan-pesan perlindungan anak sebagai bagian dari kewajiban agama. Dalam Islam, misalnya, menjaga anak dari bahaya dan kezaliman merupakan bagian dari pelaksanaan maqāṣid al-syarī‘ah, khususnya perlindungan terhadap jiwa (ḥifẓ al-nafs) dan keturunan (ḥifẓ al-nasl). Oleh karena itu, tokoh agama dapat mengingatkan jamaah bahwa melindungi anak dari kekerasan seksual bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga tanggung jawab keimanan.

Kedua, tokoh agama berperan dalam mendampingi dan mengadvokasi korban. Dalam banyak kasus, korban dan keluarga korban merasa lebih aman berbicara kepada tokoh agama dibanding aparat negara. Tokoh agama dapat menjadi jembatan antara korban dan institusi resmi seperti kepolisian atau dinas perlindungan anak. Kepercayaan yang diberikan masyarakat kepada tokoh agama menjadi kekuatan dalam menyuarakan kepentingan korban serta mendorong penyelesaian kasus secara adil dan bermartabat.

Ketiga, lembaga keagamaan sebagai institusi formal juga memiliki kapasitas dalam advokasi dan kebijakan. Lembaga seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, serta lembaga keagamaan lintas agama lainnya, dapat mengeluarkan fatwa, pernyataan sikap, dan rekomendasi kebijakan yang menegaskan pentingnya perlindungan anak sebagai bagian dari amanat agama. Fatwa MUI, misalnya, dapat menjadi dasar moral bagi umat Islam untuk menolak segala bentuk kekerasan terhadap anak dan mendorong pemerintah untuk mengambil tindakan lebih tegas.

Selain itu, lembaga keagamaan juga memiliki jaringan pendidikan dan sosial yang luas. Pesantren, madrasah, gereja, vihara, dan pura memiliki komunitas yang besar dan terorganisir. Dengan potensi ini, lembaga keagamaan dapat mengintegrasikan program-program perlindungan anak ke dalam kurikulum pendidikan dan kegiatan sosial mereka. Pendidikan agama yang mendorong nilai kasih sayang, penghormatan terhadap sesama, dan larangan keras terhadap kekerasan menjadi bagian penting dalam membentuk generasi yang sadar akan hak dan perlindungan anak.

Tak kalah penting, tokoh agama juga dapat berperan dalam mengubah stigma yang sering kali melekat pada korban kekerasan seksual. Dalam masyarakat patriarkis, korban kerap dipersalahkan, bahkan dikucilkan. Tokoh agama dapat menggunakan otoritas moralnya untuk membela korban, mengedukasi masyarakat agar tidak menyalahkan korban, serta membangun narasi bahwa pelaku kekerasanlah yang harus bertanggung jawab penuh.

Di Kota Medan, beberapa lembaga keagamaan telah menunjukkan inisiatif konkret dalam mendorong perlindungan anak. Misalnya, melalui kerja sama dengan LSM lokal dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), tokoh agama diundang sebagai fasilitator dalam pelatihan perlindungan anak berbasis komunitas. Ini menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat sipil sangat memungkinkan untuk membentuk sistem perlindungan anak yang berkelanjutan dan berbasis nilai.

KESIMPULAN
Permasalahan kekerasan seksual terhadap anak merupakan isu kemanusiaan yang kompleks dan berdampak luas, baik secara psikologis, sosial, maupun spiritual. Di Kota Medan, tren peningkatan kasus menunjukkan perlunya penanganan yang lebih sistematis dan berbasis nilai. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab strategis dalam memberikan perlindungan menyeluruh kepada anak-anak sebagai bagian dari amanat konstitusi dan regulasi daerah.

Dari sudut pandang hukum Islam, perlindungan terhadap anak bukan hanya kewajiban sosial, melainkan bentuk tanggung jawab keagamaan yang berlandaskan pada prinsip maqāṣid al-syarī‘ah, khususnya dalam menjaga jiwa (ḥifẓ al-nafs), akal (ḥifẓ al-‘aql), dan keturunan (ḥifẓ al-nasl). Oleh karena itu, kebijakan publik yang berpihak pada korban serta didukung oleh pendekatan hukum Islam menjadi penting untuk menciptakan sistem perlindungan anak yang adil dan efektif.

Selain pemerintah, aktor-aktor sosial seperti keluarga, lembaga pendidikan, tokoh agama, dan institusi keagamaan memiliki peran vital dalam upaya preventif dan kuratif terhadap kekerasan seksual anak. Keterlibatan berbagai pihak tersebut membentuk sinergi yang kuat dalam membangun masyarakat yang ramah anak dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan keadilan.

Penelitian ini menyarankan agar kebijakan pemerintah daerah lebih integratif dengan pendekatan nilai-nilai Islam serta melibatkan komponen masyarakat sipil dan tokoh agama secara aktif dalam perumusan dan pelaksanaan program perlindungan anak.
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